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SALINAN

GUBERNUR BEIYGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 20 15

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGAR,{N PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa.l 321 ayat (4) Undang
Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerai
sebagaimana telal diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-
Undarg Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Taittn 2Ot4 tentang Pemerintaian Daerah, perlu
membentuk Peraturai Daerah tentang Pertanggungiawaban
Pelal<sanaan Anggaran Pendapatan dar Belaija Daeral Provinsl
Bengkulu Tahun Anggatun 2014;

1. Unda;rg-Undang Nomor 9 Tahun 7967 ter,tar,g Pembentukal
Provinsi Bengkulu {Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor lg
Tahun 1967, Tambalai Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2828)i

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (l-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tarnbaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undal1g Nomor l2
Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12
Taiun 1985 tentang Pajak Bumi dar Bargunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62. Tambaian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negar.a yang Bersih dan Bebas Da.i Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tarnbaian l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahal Lernbarair Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5- Undang-Undang Nomor I Taiun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tarnbaian l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 43SS)l

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaal daJl Tanggung Jawab Keuangan Negara [Lembaran
Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tarnbahan
Lemba.ran Negaia Republik Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pemba.ngunan Nasional (l-embaran NegaJa Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambaian l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 33 Taiun 2004 tentang Perimbargan
Iieuanga! Antara Pemeriniah Pusat dan Pemerintahar Daerai
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan kmbaJan Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 teniang Pajal Daerah da-rl
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan [rmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentanB Pembentukan
Peraturan Perundang-undanga,n {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu.n 2011 Nomor 82. Tarnbahan l,embaran Negara
Republik IndonesiaNomor 5234);

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian
Daerah (I-embaran Negara Republik lndonesia Talun 2014 Nomor
244, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubai beberapa kali, teraLhi. dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KedLra Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor
58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentarg Kedudukan
Protokoler dan lieuangan Pimpinan darl Anggota Dei!'an
Perwakilan Ra-Iryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tarnbahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telal diuba}l beberapa kali
dai tera.khir dengan Peraturan Pemerintal Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan l{euaigal
Pimpinan dan Anggota Dewa-rl Perwakilan Rah/at Daerah
(Lembaian Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembara, Negara Republik Indonesia Norr,or 4712),

Peraturan Pemerilltah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umuln (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaian l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubaian Atas Peratura, Pemerintah Nomor 23 Tahur-r 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan La_y-anan Umum (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahui 2012 Nomor 171, Tarnbahan
Lembaian Nega.ra Republik lndonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Ta-hun 2005 tentang Dana
Perimbargan {Lembaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahal Lembararl Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemedntal Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daera-h (Lembal'a.l:r Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lEmba:ran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana tetah diubal dengan
Peraturan Pemerinlah Nomor 65 Ta-hun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tnhun 2005 tentang Sisten
Informasi Keuangan Daeral (Lembaran Negaia Republik Indonesia
Taiun 2010 Nomor 110, Tarnbahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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16- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Ta.hun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lemtlararr Negara Repubtik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan l,embararr Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintaft Nomor 65 Tahun 2OOS tentang Pedomatn
PenJ rsunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
{l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambah.Ln Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18- Peratura! Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga:raan Pemerintalan
Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta.hun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembararr Negara Republik Indonesra
Nomor 4593J;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
I(euargan daI Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negal'a
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintala.n Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerail
Provhsi, dan Pemerintaian Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Taiun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintai Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi PemeriDtah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambaian Lembal.an Negara Republik
lndonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Taiun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (l,embaian Negara Republik lndonesia Tahun 201I Nomor
59, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s2L9);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibz*r Daerah
(Irmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo, 59,
Tanbahan Lembajan Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Menteri Dalaro Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentalr8
Pedomarr Pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telai diubah
beberapa kali dan tera*lir dengan Peraturan Menteri Dalam Negerr
Nomor 2I Tahun 2011 tentarg Perubahar Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daeral {Berita Negara Republik Indonesra
Tahun 2011 Nomor 3101;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawabai Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerai dan Rancangan Peraturan Kepala Daerai tentalg
Penjabara,n Pertanggungjawaba.n Pelal<sanaal Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

26. Peraturan Menteri Dala:rn Negeri Nomor I Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia TaLun 2014 Nomor 32);
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)7. PeratwarL Daera-h Provinsi Bengkulu Nomor 3 Talun 2OO4 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Deu'an Perwakilan Ralyat Daerah Provinsi Bengl'-ulu (Lembaran
Daerah Pro\insi Bengkulu Tahun 2004 Nomor 3 Seri D")
sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Bengkuiu Nomoi 7 Tahun 2OO7 tentang Perubalian Atas
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Ker.rangan Pimpinan dan Anggota
Dewal Perwakilan Ra.ryat Daerah Provinsi Bengkulu (l,embaran
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Pokok Pokok Pengelolaal Keuangan Daerah (l€mba-ran Daeral
Provinsi Beng|-ulu Taiun 2007 Nomor 6);

29. Peraturan Daera], Proyinsi Bengl-ulu Nomor 14 Tahun 2013
tentang Anggaran PendapataJr dar Belanja Daerah Talun
Anggaran 2014 (kmbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun
Anggaran 20 l3 Nomor l-ll:

30. Peratura, Daeral Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 20l4 tentang
Perubaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pro\msi
Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (kmbaran Daerah Provinsi
Bengkulu Talun 2014 Nomor 7l;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menetapkan

da-rr

GUBERNUR BENCI{ULU

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANC PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014,

Pasal 1

(1) Pertaaggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan Belanja
Daeral berupa laporan keuanganmemuat:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca:
c. laporan arus kast dan
d- catatan atas laporal keualga:r.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilampid
dengai laporal kinerja darl ikhtisar laporan keuangan Badatl
Usala MiLik Daerah / Peru sahaan Daerai..

Pasal 2

sebagaimana dima-ksud dalam Pasal
sebagai berikut:

Laporan realisasi ang8aran
huruf a tahun arlggalan 2074

a. Pendapata,
b. Belanja

Surplus/Deflsit
c. Pembia]'aan

Penerimaan
- Pengeluaran

Surplus..................,......

Rp 1.946.234.994.265,A2
Rp 1.934.721.597.643.06
Rp 51.517 .396.622.76

Rp 210.176.309.411,54
Rp 12.17 4.683.447.OO
Rp 194.oO1.625.954,54



Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggararr sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagaj berikut:

a. Selisih anggaran dengal realisasi pendapatan sejumlah
Rp I 1.88 1. I 33. I O l,s7dengan rincian sebagai berik-ut:

b. Selisih anggaran dengai realisasi belanja sejumlatr
{Rp I57.335.476.546,19) dengan rincian sebagai berikut:

l. Anggarai Belanja setelah

Selisih l*rrrang

Rp 2.092.057.O7 4. I a9.25
Ro 1..934.7 2 1.597.643.06
(Rp 157.335.476.546,19|

c. Selisih anggarar dengan rea.lisasi surplus/Defisit sejurnlah
Rp 249 .216 .609 .647 ,7 6 dengan rincian sebagai berikut:

2.

1

Perubahan
2. Realisasi

Anggaralr pendapatan setelah
Perubaharl

Realisasi
Selisih Lebih

Rp 1.894.357.86r. 164,25
Rp 1.986.238.994.265.82
Rp 91.881.133.101,57

{Rp 197 .699.2 | 3. O25.OO)Ro sr.5tLD5!d2zl!)
Rp 249.216.609.647,76

Rp 12.544.683.447,00
Rp 12.174.683.447.OO
(Rp 370.000.000,o0)

l. SurplLts/delisit
2. Realisasi

Selisih Kurang

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiaJ.aan
sejumlah Rp Nihil dengan rincian sebagai berikut:
l.Anggaran penerimaan pembiayaan Rp 2lO.243.ag6.422,OO
2.Realisasi

selisih kurang Ffaa4!^fur:ru
Sehsrh anggdran dengan realsasl pengetuaJan pemoraJ.aan
sejumlal (Rp 370.00O.00O,00) dengar rinciar sebagai berikut:
1 .Anggaran pengelu ai'a:n pembiayaan
2.Realisasi

Selisih Kurang

Rp 197.699.213.025,00
Rp 198.o01.625.964.54
Rp 302.412.939,54

Pasal t huruf b per 31

Rp 3.283.77 4.750.89 1,.7 9
Rp 3a.49O.3a2.362,2O
Rp 3.245.283.768.529.59

e.

I. Selisih anggaran dengar realisasi pembiayaan neto
sejumla}) Rp 302.4 12.939.54 dengan riDcian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiavaan neto
2. Realisasi

Selisih Lebih

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimal<sud dalam
Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. jumlai aset
b. jumlah kewajiban
c. j\rmlah ekuitas dana
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Pasal 5

Laporan atus kas sebagaimala dimaksud dalam Pasal I huruf c
untuk ta}lutl yang berakhir sampai dengan 31 Desember Talun 2014
sebagai berikut:

b.
c.

saldo kas awal per I Januati Taiun 20l4
arus kas da-ri aktivitas operasi
arus kas dari aktivitas investasi
aset non Keuangan

d. arus kas dari aktivitas pembiayaan
e. arus kas dari aktivitas non anggaran
f. saldo alhir kas dari bendaiara pengeluarai
g. saldu alhir kas dar_i bendaiara penerimaan
h. saldo akhir kas di BLUD
i. saldo akhir kas di unit swadana
i. saldo kas al<hrr per 3l Desember

Tahun 20 14

a. Lampiran I
1. Lampirarr L l

2. La]l]ptra]r 1.2

Rp 203.382.386.548,54
Rp 32O.582.144.602,92
(Rp 301. 187.888.593,00)

lRp 12.174.683.447.OO)
(Rp s90.984.58s,00)
Rp. 735.392.265.00
Rp. 14.068.000,00
Rp. 34.742.791.191,84
Rp.
Rp. 249.503.225.983.30

Pasal 6

Catatan atas laporan keualgan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

hurlrf d memuat irlformasi baik secara kuantitatil maupun kualitatif
atas pos-pos lapolan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaa! Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dae.ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sebagaimaaa
tercantum dalarn Lampiral Peraturan Daerai yang merupakan
bagiall tidal terpisahkan dari Peraturai Daerah ini, terdiri dari:

3. Lalnpiran I.3

4- Larnpiran I.4

5. Lampiraa I.5
6. Lampiran I.6
7. Lampiral I.7

8. Lampirar I.8

9. Lampiran L9

10. Lampiran 1. l0
1 1. Larnpiran I. I I

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

b.

d.

Laporan realisasi anggaran;
Ringkasal laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan daeral dan
organisasi;
Rincian laporan realisasi anggalan
menuruturusanpemerintahan daerah,
organisasi. pendapatan, belaaja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belatlja
daeral menurut urusal pemerintahal
daerah, organisasi, prograrn dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi angtaran belanja
daerah untuk keselarasai dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah
darl fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan nega.ra:
DaJtar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (irlvestasi) daeralr;
Daftar realisasi penarnbahan dan
pengurangan aset tetaP daerah;
DaJtar realisasi penaJnbaharl dan
pengurangan aset lainnva;
Daftar kegiatan-kegiatan yarg belum
diselesaikan sanpai athir taiun dan
diaaggarkar kembali datam tahun
anggararr berikutnya;
Daftar dana cadangan daerah; dan
Daftar pinjarnan daerah dal oblieasi
daerah.
Neraca;
Laporan arus kas;dan
Catatan atas laporan keuangal



Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagarmana dimalcsud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dai:
a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam lampirai V;dan
b. ikhtisar- laporan keuangan Badan Usaha Milik

Daerai / Perusahaan Daeral tercantum dala.n lampiran VI.

y.rng merupakan bagian tidaL terpisa-hkan dari Peraturan Daeral ini.

Pasal 9

Gubemur Bengkulu menindaklanjuti Laporan Hasil Peme ksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas
pertanggungiawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belalja
Daerah Pro\,insi Bengkulu Talun Anggaran 2014 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Gubemur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengk-ulu
tentang Penjabaran Pert?rnggungiauaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dafl Belanja Daerah Tahun Anggaran 2ol4 sebagai
rincian lebih Ianjut da-ri Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapata-n dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 1I
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta,nggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalain Lembaran
Daeral Plovinsi Ben gkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 22 September 2015

GUBERNUR BENCIiULU.

ttd

H.JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Ben gkulu
pada tanggal 22 September 2015

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.

H. SUMARD]

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20 15 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINST BENGKULU: (5/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
Hukum
Bengkulu,f-

SH MH
Pembina Tk. I

Nip. 19690905 199403 1011

Keoala Bir

{s",a" 
e-f .


